
 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

NOMOR  10  TAHUN 2014            TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 52 
TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 
(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 
Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif 
Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 
Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa 
Tengah;  

b. bahwa dalam rangka menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan layanan yang besarnya diperhitungkan atas 
dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan 
pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi 
masyarakat, asas keadilan dan kepatutan pengenaan tarif 
pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino 
Gondohutomo Semarang, maka Peraturan Gubernur 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai 
lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada 
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi  Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 



  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4431); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4594); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4737); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 
4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 8); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 14); 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum 
Daerah; 

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/ 
SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah; 

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 
tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2013 Nomor 52); 

 
 

 
 
 



MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 52 
TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA 
TENGAH. 

 

     
Pasal I 

 
Ketentuan Lampiran V Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 
2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 52) diubah menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.  
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 
 
 
 
 

      Ditetapkan di Semarang 
      pada tanggal 14 Pebruari 2014 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
 
 

GANJAR PRANOWO 
 

  
Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 14 Pebruari 2014 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI                       

JAWA TENGAH, 
 
 
 

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO 
 
 
 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 11 
                      
 
 



I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

1. Sewa Ambulance
  a. Dalam Kota/per Kegiatan           70.000         55.000          125.000 
  b. Luar Kota         168.000       132.000          300.000 

2. Sewa Mobil Jenazah
  a. Dalam Kota/per Kegiatan           70.000         55.000          125.000 
  b. Luar Kota         168.000       132.000          300.000 

3. Incenerator/Kg 8.400           6.600         15.000           

4. Legalisir Ketatausahaan             3.920          3.080              7.000 

5. MOU Penggunaan Incenerator/ 3 tahun 560.000        440.000     1.000.000      

6. Biaya MOU Integrasi RSU/ tahun 3.600.000     2.400.000         6.000.000 

7. Sewa Penggunaan loundry/kg 2.800           2.200         5.000            

8. Pelayanan Home care ( Dokter dan Perawat ) 40.000          160.000              200.000 

9. Pelayanan Oksigen / Jam 2.800           2.200         5.000            

10. Mess (AC)/orang/hari 28.000          22.000       50.000           

11. Mess  (Non AC)/orang/hari 16.800          13.200       30.000           

12. Asrama (Non AC)/orang/hari 7.000           5.500         12.500           

13. Sewa Gedung Auditorium / hari 1.288.000     1.012.000  2.300.000      

14. Sewa Lapangan Tenis/bulan(4 x keg)/grup 30.000          20.000       50.000           

15. Sewa Bus (AC) dalam kota per hari (16 Jam) 224.000        176.000     400.000         

16. Sewa Bus (AC) luar kota per hari ( 16 Jam) 280.000        220.000     500.000         

17. Sewa Lahan Parkir / bulan 300.000        200.000     500.000         

18. Sewa Penggunaan loundry/kg 2.400           1.600         4.000            

19. Sewa Lahan Kantin/ thn 720.000        480.000     1.200.000      

20. Sewa Lahan Waserda / thn 360.000        240.000     600.000         

21. Sewa Tempat ATM 6.720.000     5.280.000  12.000.000    

Keterangan :
* Untuk sewa mobil Jenazah, Sewa Bus dan mobil ambulance belum termasuk BBM
* Untuk Pelayanan Home care belum termasuk obat-obatan, ambulan dan BBM
* Untuk Loundry Biaya sudah termasuk disetrika

NAMA PELAYANAN

                                                           GUBERNUR JAWA TENGAH,

                                                          GANJAR PRANOWO

Jasa Sarana Jasa 
Pelayanan

Jumlah
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